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Visi :

VISI MISI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada

tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai- nilai

Kristiani dan Pancasila.

Misi :

1.

Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan
mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum
melalui pendekatan interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan
perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.

Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa
menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku
yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan
internasional.

Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam
ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi
dalam bidang hukum.

Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan
kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat indonesia.
Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi
penegakkan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta,
lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu

hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
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ABSTRAK

A. Nama : Deny Kristanti

B. Nim : 2040057014

C. Program Kekhususan : Hukum Pidana

D. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Justice
Justice Collaborator Dalam Penegakan
Hukum Pidana di Indonesia

E. Kata Kunci : Justice Collaborator, Penegakan Hukum
Pidana di Indonesia

F. Halaman . i-xv, 81 halaman + Daftar Pustaka +
Lampiran

G. Daftar Acuan : 25 buku + 15 Jurnal + 3 Peraturan

Perundang-undangan
H. Ringkasan Isi -

Justice Collaborator, yaitu saksi pelaku yang bekerjasama untuk
mengungkapkan pelaku utama dari tindak pidana korupsi, dalam hal ini
Justice Collaborator memiliki peran sekaligus menjadi kunci untuk
mengungkapkan suatu tindak pidana dalam upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
ketentuan hukum terhadap status Justice collaborator dalam memberikan
kesaksian terhadap kasus tindak pidana, bentuk perlindungan hukum
terhadap status Justice Collaborator. Syarat yang dipenuhi agar seorang
mendapat Justice Collaborator terdapat beberapa rujukan yang diatur Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 4 Tahun 2011 tentang
perlakuan bagi Whistle Blower dan Justice Collaborator dan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dan
peraturan perundang-undangan lainya Peran Justice Collaborator dalam
membantu penegak hukum.

Bentuk perlindungan hukum Justice Collaborator masih belum ada
peraturan yang mengatur secara khusus, jelas dan tegas mengenai
pengaturan dan prosedural penetapan sebagai seorang Justice Collaborator,
seharusnya aturan mengenai perlindungan Justice Collaborator diatur
secara terperinci dan jelas karena peranan saksi pelaku yang bekerjasama
sangat dibutuhkan untuk pengungkapan seperti tindak pidana korupsi,
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sedangkan dari kesaksiannya tersebut dapat menimbulkan resiko besar yang

harus ditanggung oleh Justice Collaborator.

Dosen Pembimbing 1 | : Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing 11 - Inri Januar, S H., M.H,

Jakarta, 7 Juli 2023
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ABSTRACT

A. Name : Deny Kristanti

B. Student’s Number Identity : 20.400 570.14

C. Special Program : Criminal Law

D. Title . Legal Protection Against Justice
Collaborator In Criminal Law Enforcement

in Indonesia. '

E. Keywords - Justice Collaborator,
Criminal Law Enforcement in Indonesia

F. Number of pages . i-xv,81 pages + Bibliography +
Attachments

G. Reading List :25books+ 13 Journals + 3 Rules legislation

H. Summary of Content '

Justice Collaborator, namely witnesses who cooperate to reveal the
main perpetrators of corruption, in this case the Justice Collaborator has a
role as well as being the key to revealing a criminal act in an effort to eradicate
corruption. The purpose of this study is to determine the legal provisions on
the status of Justice collaborators in providing ftestimony in criminal cases,
forms of legal protection against the status of justice collaborators. The
requirements that must be met in order for a person to get a Justice
Collaborator are several references regulated by the Supreme Court Circular
Letter (SEMA) Number. 4 of 2011 concerning the treatment of Whistle Blowers
and Justice Collaborators and Law Number 13 of 2006 concerning the
protection of witnesses and victims and other laws and regulations the role of
Justice Collaborators in assisting law enforcement.

The form of legal protection of Justice Collaborator is still no regulation
that regulates specifically, clearly and firmly regarding the regulation and
procedural determination as a Justice Collaborator, the rules regarding the
protection of Justice Collaborator should be regulated in detail and clearly
because the role of witnesses who cooperate is needed for disclosure such as
criminal acts of corruption, while their testimony can pose a great risk that
must be borne by the Justice Collaborator.
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